
PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYA&A.KATAN KELAS IIB ATAMBUA
DAN

DINAS KETTNAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BEI,II

TENTANG

PELATIIIAN KNRJA MDI]BELER SORTIFIKASI
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

NOMOR: W.22.PAS.PAS4-88 04.05-653
NOMOR: PPTK/TI(T 5.621D<Ra6/2t23

Pada hari ini RabrL tanggal Elram bulan September tahun Dua fubu Dua Puluh 'Iiga

(06-09-2023), benempat di Alambu4 yang bertanda tangan dibawah ini:

I . Edwar Eadi, A.Md.IP, S.H. : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Atambua dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Kementedan Hukum dan LIak Asasi

Manusia Republik Indonesia berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia tentang Pengangkatan Dalam Jabatan

Adminishasi, yang berkedudukan di JI. Prof.

Dr. Soepomo-857I1, Kelumhan latnkbot,

Keca.matan Atambua Selatan, Kabupaten Belu,

untuk selanjutnya disebut sebagaiPihak L

2. Jotrisius R. Nlali, S.H. : Kepala Dinas Ketenagakedaan dan

Transmigrasi Kabupaten Belu yaflg beralamat

di Jalan I'etronela De Omai, Tini, Kelu.ahaan

Beirafu, Kabupaten Belu 85715, untuk

selaqjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahrr'r'a Pihak I dan Pihak II secara sendirisendiri disebut Pihak dar

sama diseblrt PaIa Pihak, dalam kedudukan masing-masing

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

secara betsama-

terlebii dahrlu



b.

Pihak I adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di bawah dan

bolanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hdkum dan Hak

Asasi Manusia Nusa Tengga.a Timur, yang mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan kepada warga bhaan pemasyaral(atan.

Pihak II adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati Belu. yang mempunyai tugas melaksaoaka,

pembinaan, pengetnbangan dan pengawasan dibidang Ketenagakerjaao dj wilayah

Kabupaten Belu.

Dcngan memperhatikanperaturan perundaog-uodangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomo.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Talun 2008 Nomor ]66, Tambahan Lernbaran Negara

hdonesia Nornor 49I6);

2. Undang-Undang Nomor 22 TahUJ, 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara

lndonesia Nomor 68i 1);

3. Undang-Undang Nomor l3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yarg telah diubah

dan dita bah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negam Indonesia Nomor 6573);

4. Pemtulan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lernbaran

Negam Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor I 12);

5. Peraffiall Prcsiden Nomol 18 l'ahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia (I-embaran Negara Republiklndonesia Tahu, 2023 Nomor 32);

6. Peraturan Menteri I{ukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 2020 tertang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Gerita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

7. Peraturan Menteri Hukurn da, Hak Asasi Manusia Republik lndonesia Nomor 14

Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan

Hak ,Asasi Manusia (Berita Negara Republil< lndonesia Tahun 2023 Nomor 253);



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. para pihak sepakat untuk melaksanakan pedanjian

Kerja Sama tentang Pelatihar Kerja Meubeler Sertilikasi Bagi Warga Binaan

Pemasyarakater yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Pe{anjian Kerja

Sama Dircldorat Jendeml Pemasya€katan Nomor: PAS-10.HH.04.05 Tahuo 2022

tenrang Peningkatan Prngram Pembinaan dan Pembimbilgan Latihan Kera produksi

Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut sebagai '?erjanjian,,

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
KETENTUAN I]MUM

Dalam Pedanjian ini yang dimaksud dengan :

I. Pelatihan keria adalah proses pendidikan atau pembelajaran yang be{uiuai Lrotuk

meningkatkan ketemmpilan, pengetahuar, dan kemampuan seseorang dalam bidatg

pekcrjaan alau prolesi tenentu.

2. Pelatihan kerja meubel dengar sertifikasi adalah program pelatihan yang tidak

hanya memberikan keterampilan dalam peobuatan meubel, tetapi jutsa

menyertakan pengakuan formal berupa sertifikat setelah menyelesaikan program

tersebut.

3. Lernbaga Pemasyaaakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaan narapidana dan anali didik pemasyarakatan.

4. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Pungsional Penegak Hukum yang

melaksanakan tugas di bidang pengamanan, pembinaan dan pembimbingan Warga

Binaao Pemasyarakata! yang diagkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuaj

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Warga Binaar Pemasya.akatan yang selanjutnya disingkat WBP, khususrla

Narapidana adalah Tepidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di

Lernbaga PernasJ ora-katan.



pasal 2

II&{KSI]D DAN TUJUAIV

(l) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dar.i perianiian bagi para pihak

dalam melakukan ke{a sama melalui kegiatan sebagaimana dinraksud dalalr

ruang lingkup Perja4jian ini.

(2) Perjanjian ini bertujuan untuk meringkatkan kerja sama dan koordirasi antam

Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan

rnasing-masing Pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKI]P

Ruang Lhgkup Perjanjian ini meliprLti:

a. Peiatihafl Keria Sertifikasi Meubeler:

b. Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatim (WBp) di bidang

Pelatihan Keda Meubelel

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksaoaa[ Perianiiar ini :

l. Perjanjian kerjasama ini wajib dilaksanakan mengacu pada maksud dan tujuar

kerjasama ini;

2. Pelaksanaan perjarjian ke.jasama ini tidak boleh berte.tangar dengan ketentuan

peraturan perundang-undangim;

3. Pedaljian kerjasama ini wajib dibuatkan time schedule kegjatan selama I (satu)

tahun yang disepakati masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU
(1) Perjanjiao Kerja Sama ini berlaku urtuk jangka waku selama bengkel latihan

kerja Lapits Atambua masil berjalan, rerhitLrng scjak taEggal ditaodatargani.

(2) Pe{.anjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhid atas

pe$etxjuan Para Pihak melalui pemberitahuan teflulis dad salah satu pihak

kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan

perpanjangan, pebubahan, atau pergakhiran.



Pasal 6

IIAK PARA PIHAK

(l) Pihak I, berhak:

a. Mencima pendaopingafl teknis dan pelatihan dalam bidang Pelatihan Kerja

Meubeler, sesuai dengan kebutuhan dan lujuan kedasama.

b. Menerima bimbingan teknis dan pelatihan dalam bidzrng Pelatihan Kerja

Meubeler, guna memperoleh pemahaman yang mendalam.

c. Melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatan secara jelas dan

terperinci agar dapat berpartisipasi dan berkontdbusi secam efektif.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja pendampingafl teknis

dalam bida,l1g Pelatihan Kerja Meubeler, untuk memastikan percapaian tujuan

keajasama.

e. Terlibat dalam proses perencanaan pelatihan dan bimbingan teknis bersama

Pihak II gLma memastikan bahwa rencana yarg dihasilkan sesuai dengan

kebutuhan dan tujuan Erasing-masiog pihak.

(2) Pihak II, berhak:

a. Meminta klarifikasi dan informasi lebih lanjut terkait metode pendampingan

yang akan dilakukan.

b. Mengajukan peflnintaan perubahan atau penyesuaian jadwal pendampingan,

jika diperlukan.

c- Mempercleh dukungan dan koordinasi dari Pihak I dalarn menlrusun rcncatra

ke.ja yang efektif.

d. Meminta ba tuan teknis dari Pihak I untuk mengatasi hambatan yang mungkin

muncul selama pelaksanaafl.

e. Menerima dukungan dan kerjasama dari Pihak I dalam menjaga lingkungan

5ang aman dan temnu.

f. Mengusulkan metod€ pelatihan yang sesu2li untuk SDM Petugas

Pemasyarakatan dan WTIP.

g. Meminta duliungan dari Pihak I dalam penyediaan sumber daya yang

diperlEkan untuk polatihan.



h- Menyampaikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan kepada petugas

pemasyarakatan dalr WBP.

i. Mcnerima masukan dan urnpan balik dari Pihak I terkait efeldivilas

bimbingan.

j. Mendapatkar dukungan dan informasi difi Pihak I dalam merencanakan dan

melakanakafl kegiatan soiialisasi.

k. Mengajnkan usulan dan ide terkait format dan materi sosialisasi yang relevan:

Pasal ?

KEWI"IIIAN PALr\ PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

a. Memberikan ijin kepada Pihak II untuk bekerja dan melakukan pendampingan

teknis Pelatihan Kerja Meubeler, di Lapas Kelas IIB Atambua.

b. Memberikan jaminan kepada Pihak II untuk merencanakan dan melaksanakan

pekerjaan guna mencapai tujuan yaog lelah disepakati bercama.

c. Menyiapkan SDM Petugas Pemasyarakatan dan WBP untuk meniadi peserta

pelatihan keda meubeler.

d. Menyiapkan sarana dan pmsarana pelaksaraan kegiatan pendampingur

Pelatihan Kerja Meubeler sesuai dengan kebutuhan Pihak II.
e. BeNama Pihak II melakukan pelatihan keda meubeler.

I Bersama Pihak II melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kerja sama-

(2) Pihak Il, berkewaj iban:

a. Membedkan Pendampingan Teknis dan Pelatihan Kerja Meubeler.

b. Bersama Pihak I melakukan pelatiha! kerja meubeler

c. Bersama Pihak I melakrkan sosialisasi pelaksanaan kegiatan.

d- Melaksanakan monitor dan evaluasi hasjl keia pendampinBan reknis Pelotihan

Ke{a Meubeler.

e. Membuat pere[canaan bersama Pihak I dalam Bngka bimbingan teknis

Pelatihan Keria Meubeler.



Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada DIPA Lembaga

Pernasyarakatan Kelas IIB Atambua.

Pasal9

PEMANIAUAN DAN EYALUASI

Para Pihah sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit I (satu) kali dalam I (satu)

tahun.

Pasal 10

PERI]BAEAN

\e1iap perubahan dan/atau terdapar hal-baJ lang belum diatur dan/arau belum

cukup diatur dalarn Pe.janjian ini akan diatur dalam adendum atau media lainnya

yang disepakati oleh Pam Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

da PeriMiian.

Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka

Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberita&ukan kepada

Piltak lairurya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Keda sebelum

perubalan tersebut akan dilaksanakar dan Pihak laitulya wajib mernberikar

jawaban tertulis dala kulun waklu tersebut.

Pasal 11

KORNSPONDENSI

Urtuk melallrkan kootdinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dao sehlju

mtuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Peiarjian

ini karus disampaikan secara terlulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak

sebagai berikut :

(2)

(t)

(r)

(2)



PihakI:

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana,Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Lembaga Pemasyamkatan Kelas IIB Atambua

Jl. Prol Dr. Soepomo - Atirmbua

Telp. | (0389) 2513"169

Faksimili : (0389) 2513769

Pihak[:
Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja @PTK)

Dims Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Belu

Jalan : Petronela De Omai, Tini, Kelurahaan Beirafu, Kabupaten Belu

't'elp. : (0389) 21218

Faksimili : (0389) 21218

(3) Penggantian data korespondensi sebagaimatra dimaksud pada ayat (1) akan

diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

(4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukar secara terfulis paling lambat

7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

PENI'ELESAIAN PERSELISIEAN

Apabila di kemudian hari terjadi petbedaan penafiiran dan percelisihan dalam

pelaksanaan Perjanjian Ke.ja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara

musyawarah unfu k mufakat.

Pasal 13

KERAIIA,SLAAN

(1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan infomasi. baik yang tertulis

maupun yadg tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasa*an Perjanj ian

ini adalah bersifat rahasia sata tidak boleh diberitalukan kepada pilak ketiga atau

badan/o.ang lain ya[g tidak berkepefltingan denga[ alasan apapun juga dan sesuai

Perjanjian ini.



(2)

(3)

Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Peianjian, semua data

dan Informasi scrta segala bentuk informasi lairnya yarlg berkaitan dengan

Pcrjanjian ini.

Keteltuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat

Pam Pihak, baik selama berlangsung.ya Perjaqiian maupun setelah Perjanjian

berakhir.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut aias dasar

kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupd€n bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian ini.

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak ata! force Ltaieurc,

dapat diportimbangkan kemungkinan perubahzm tempat dan waku pelaksanaan

tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

yangtermasnk Jbrce t ajeure letdiri atas:

a. Bencana alam dafl non-alam:

b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan

c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

2.

3.

t.

Pasal 14

PENUTfIP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli,

bemeterai cukup. mempunyai kekuatan hukum yang sam4 dan

mendapatkur 1 (satu) rangkap asli.

a\
Jon isius R. lt}
NIP. 196402 t9 r992

diatas

setiap

ke as

Pihak


